BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 343 ayat (1) Peraturan

Mengingat :

C.

).

2.

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuian dengan
perkembangan keadaan,;

. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah meliputi
pergeseran Kkegiatan antar perangkat daerah, penambahan
kegiatan dan perubahan lainnya, maka Peraturan Bupati Tana
Toraja Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026, perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana
Toraja tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

/




10.

5

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana;

Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi  Proses Perencanaan dan  Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Dacrah tcntang Rcncana [Dembangunan Jangka Mencengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021 Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
251);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);



2B -

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah
(RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 (Lcmbaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 29);

13. Deraturan Daerah Kabupaten Tunu Toraja Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 — 2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tana ‘I'oraja Tahun 2024 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025
Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan scbagai penyesuaian
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026 sampai
dengan triwulan II tahun berkenaan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untul digunakan sebagai:

a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah;

b. pedoman penyususnan perubahan KUA dan perubahan
PPAS; dan

c. bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD tahun 2026.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD tahun 2026 disusun dengan sistematika ;
sebagai berikut :
a. babi : pendahuluan;
b. babii : evaluasi hasil triwulan II tahun 2026;
c. babiii : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
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bab iv : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah,;

babv : rencana kerja dan pendanaan Daerah;

bab vi : kinerja penyclenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
g. babvii: penutup.
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(2) Dokumen Pcrubahan RKPD tahun 2026 scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan
Dacrahh  melakukan pengendalian  dan  evaluasi lerhadap
pelaksanaan perubahan RKPD tahun 2026 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
(pa.da_tauggal 30 Juli 2026
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Diundangkan di Makale

RUDHY AFDI LOLO
BERITA HAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026 NOMOR 16



